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EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAN TANGGUNG
JAWAB HUKUM
KUASA WAJIB PAJAK
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FENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 32 ayat {3) UU Momor
% Tahun 1994 menentukan: “Orang Pribadi
#tau Badan dapat menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus untuk menfalan-
¥=n hak dan memenuhi kewajiban menurut
kstentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan”. Ini berarti Orang Pribadi atau
- Bedan Hukum sebagai Wajib Pajak dapat
menguasakan kepada orang lain dengan
Serat Kuasa Khusus untuk mengisi menan-
Satanpgani, membetulkan, dan menyampaikan
SPM dan S5PT kepada kantor Direktorat
lenderal Pajak.
Surat Pemberitahuan dalam bentuk SPM
&an 5PT secara formal maupun material
Berfungs: sebagai "self assessment” dzan

Sooran tentang jum-

wajib dibayar utuh oleh Wajib Pajak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang barlalau.

Apabila terjadi cacat hukum terhadap
pergisian SPM dan SPT dalam bentuk “isinya
tidakk benar atau tidak lengkap”, =shingpga
menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara, maka diancam dengan pidana pen-
jara selama-lamanya enam tahun dan denda
setinggi-tingginya empat kali lipat iumla}l
pajak terutang vang tidak atau kurang di-
bayar (Pasal 39 ayat (1) d. UU No. 2 Tehun
1994). Perbuatan mengisi 5I'M dan 5T se-
cara hidak benar atau tidak lengkap itu
haruslah dilakukan dengan sengaja. Artinya
dengan sengaja untuk menguntungkan diri
pribadi Femegang Kuasa atau Wajlb Fajak
yang menimbulkan kerugian kepada Negara.

Menguntungkan dir

=5 pajak yang harus
d@dayar vleh wajib
- peiak menurut Masa
Fajak (satu bulan
 Emkwim) atau me-
merul Tahun Pajak
Sahun takwim). Jum-
%k pajak yang harus
@bayar oleh Wajib
Faiak tersebut me-
mepakan asel negara
wang wajib tepat per-
Emungannya dan

Self Assessment Syston yang dianut
lrdoresia telah menempatkar SPM
dan SPT dalam posf.-jf yang wital.
Apahila dikewudian hari diketahui

SPM alau SPT mengandung cacal
ki, maka persoalan yang nuncul
berkaitan dengan siipa yang ber-
tinggung jawab dan langgung fawab
hukwn apa yang dupal dikenekan.

pribadi mengandung
arti untuk Keunlung:
an Pemerany Kuasa,
sedangkan meng-
untungkan Waijib Pa-
jek dapat berupa
Crang Tribadi dan
Badan Hukum yang
memberi Kuasa, Da-
lam lkasus tersebut
timbul persoalan
tanggung jawab hu-
knm dan sanksi

- T-u"!a]'l Takoldan Foukome HIWES
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hukum yang cukup
bervariasi baik dari
segi hukum pidana,
hukum perdeta mau-
pun hukum adminis-
trasi.

TANGCGGUNG
JAWAB HUKUM PE-
MEGANG KUASA

Pemegang kuasa untuk menjalankan Hak
dan Kewajiban Wajib Pajak dapat diberikan
kepada siapa saja yang dinilai cakap me-
ngemban tugas Kuaza. Pasal 31 ayat {3) UU
No. 9 Tahun 1994 memberikan kelonggaran
dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk
minta banman pihak lain baik kensultan
maupun sesenrang yang memahami masalah
perpajakan sebagai kuasanya guna bertindak
atas nama Pemegang Kuasa melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakar Wajib Pajak
secara formal dan material yang citentukan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fada prinsipnya, dilihat dari sudut hubung-
an huloum antara Pemegang Kuasa dan Pem-
beri Kuasa, maka tangung jawab Pemegang
Kuasa adalah sebatas bunyi Surat Kuasa
Khusus yang diberikan kepadanya dan ber-
sifat keperdataan. Sungguhpun demikian,
dilihat dari sudut substansi perbuatan me-
lawan hukum yang dilakukan oleh Pemegang
Kuasa, tanggung jawab Pemegang Kuesa
yang menyalahgunakan Isi Kuasa dapat
meluas melampaui batas-batas Isi Surat
Kuasa Khusus yang diberikan kepadanya.

Secara kongepsional tanggung jawab
hukum dapat dimaknakan: “akibat suatu
perbuatan yang wajib dipikul oleh si pelaku

untuk menerima sanksi hukum secara

paksa”, sedangkan
sanksi hukum adalah
“daya paksa represif
bersifat figik ataupun
material sebagai aki-
bat perbuatan me-
lawan hukum®”. De-
ngan kata lain. suatu
perbuatan melawan
hukum yang dilakukan
SCCOra Ecﬂsﬂ.iﬂ. mﬂ.“Flm
tidak sengaja akan melahirkan tanggung
jawab hukum dalam bentuk kewajiban
menerima sanksi hukum.

Tanggung jawab hukum pidana di bidang
perpajakan sebagaimana terumus pada Pasal
39 ayat (1) d. jo Pasal 32 ayat (3) UU No. 9
Tahun 1994, secara impilisit dapal menin-
bulkan tanggung jawab hukum perdata dan
hukum administrasi yang ekuivalen antara
Pemegang Kuasa dan Pemberi Kuasa. Ekui-
valensi terscbut tergambar sebagai berikut:
(1) Dari sudut tanggung jawab hukum pidana

berdasarkan Pasal Pasal 39 ayat (1) UU

Mo. ? Tahun 1994 jo Pasal 55 dan Pasal

s KLIHP:

a. Pemegang Kuasa sebagai pelaks
utama untuk menguntungkan diriny=
pribadi. Di sini substansi perbuatas
melanggar/melawan hukum sepenuh-
nya dilakukan oleh Pemegang Kuasa,
maka sanksi Pasal 39 ayat (1) dapat
dikenakan sepenuhnya kepada Pe
megang Kuasa, baik berupa pidana
penjara dan denda. Akan tetapi khusus
untuk denda, Pemegang Kuasa jugs
bertanggung jawabh untuk menggans
kerugian secara perdata kepada
Pemberi Kuasa (Wajib Pajak).

b. Pemegang Kuasa sebagai turut seris
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melakukan perbuatan pidana untuk
menguntungkan Wajib Pajak. Di sini
Femegang Kuasa dapa! dikenakan
gankei manurut Pasal 30 ayat (1) LD
No. 9 Tahun 1994 dalam kapasitas-
nya sebagai Pelaku Utama bersama-
sama Wajib Pajak tanpa ada kewajiban
tangpnng jawab perdata kepada Wajib
Pajak selaku Pemberi Kuasa.

c. Pemegang Kuasa sebagai pembujuk
untuk melakakan perbuatan pidana
untuk menguntungkan Wajib Pajak.
Di sini Pemegang Kuasa dapat di-
kenakan sanksi menurut Pasal 39 ayat
{1) UU Neo. 2 Tabun 1994 dalam
kepasitasnya sebagai pelaku utama
bersama-sama Wajib Pajak, lanpa ada
kewajiban tanggung jawab perdata
kepada Wajib Pajak selaku Pemberi
Kuasa.

d. Pemepang Kuasa sebagai pembantu
melakukan perbuaten pidana untuk
menguntungkan Wajib Pajak. Di sini
Pemegang Kuasa dapat dikenakan
sanksi sesuai Pasal 39 ayat (1) UU
MNo. 9 ‘Fahun 1994 dalam kapasitas-
nya scbagai pelaku utama bersama-
sama Wajib Pajak, tanpa kewajiban
tenggung jawab perdata kepada Wajib
I'ajak selaku Pemberi Kuasa.

{2) Dari sudut Tanggung Jawabk Perdata

berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;

a. Kepada Pemegang Kuzsa yang me-
lakukan perbuaman melawan hukum
sebagaimana disebutkan pada angka
(1) a. di atas, Wajib pajak selaku
Pemberi Kuasa dapat mengajukan
gugatan perdata ke Pengadilan Negeri
vang berwenang untulk menuntiat
ganti kerugian material dan imaterial.

b. Kepada Pemegang Kuasa yang me-
lakukan perbuatan melawan hukum
dalam kapasitasnya sebagaimana
disebutkan pada angka (1) b, c dan d
di atas, tidak dapat dilakukan gugatan
perdata oleh Wajib Pajak selaku
Femberi Kuasa ke Pengadilan Negeri.

{3) Dari sudut Hukum Administrasi dapat

terjadi penerapan sanksi administratif
berupa pencabutan izin atau penghertian
pelayanan administrasi tertentu dari
Pejabal atau Badan Tata Usaha Neeara
kepada seseorang atau badan yang ber-
profesi sebagai konsultan pajak yang
bertindak sebagai Pemepgang Kuacsa Wajib
Pajak, dan atau kepada Wajit Pajak vang
secara sengaja mengisi dan melaporkan
SPM dan SPT secara tidak benar atau
tidak langkap. Penerapan sanksi adminis-
tratif tersebut ysng dituangkan dalam
bentuk Keputusan Fejabat atau Badan
‘Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek
senghketa di bidang Peradilan Tata Usaha
Negara.

Konsultan Pajak adalab seseorang, lem-

baga atau bire jasa dibidang perpajakan yang
akhir-akhir iri banyak muncul ontuk mela-
yani kepentingan Wajib Pajak baik secara
formal maupun informal dengan imbalan jasi

Tangeung jawal prmegang kuase akan

berdimenst administratif dan kepidana-
art apabrile cocel Frukim p:iﬂli SEM darne
SPT itu dilakukan secarn sengaja dan

meninbulkan kerugian bagi negare,
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tertertu.

Secara formal dalam arti atas Kuasa
Khusus dari Wajib Pajak bertindak untuk atas
nama Wajib Pajak: (1) Mengisi, menanda-
tangani, membetulkan, dan menyampaikan
SPM dan SPT kepada Direktora: Jenderal
Fajak; (2) Mengajukan keberatan dan meminta
kembali kelebihan pembayaran pajak; (3)
Mengajukan penundaan pemasukan SPM dan
SPT atau penundaan pembayaran oajak; dan
(1) Segala sesualu yang bzikenaen dengan
pelakzanaan hak dan kewaithan Wajib Pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.

Gecara informal dalam arti banya ber-
tindak untuk membantu Wajib Pajak tanpa
Surat Kuasa Khusus dalam melayani kepen-
ingan, hak dan kewajiban Wajib Pajak
sebagaimana disebutkan paca butir (1) sampai
{4) di atas.

Fungsi konsultan pajak ini penting karena
dengan profesi yang disandangnya dimila
mampn memhberikan jasa konsultasi yang
diperlukan oleh waijib pajak. Jasa korsultan
pajak itu tidak hanya terbatas pada uwrusan
nernberikan penerangan dan informasi, tetap!
iuga memberiken layanan langsung untuk
mengurus, menvelesaikan dan membela se-
gala sesnatu yang berkaitan dengan Ke-
pentingan, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

Apar seseorang dapat melakukan profesi
sebagai konsultan pajak, diperlukan per-
syaratan-persyaratan tertentu, antara lain:
seseorang vang hendak menjadi korsultan
harus lolus terdebth dahulu dalam wjian
konsultan pajak. Kemudian harus mendapat
pengukuhan dari Direktorat Jenderal Majak.
Ada heberapa brevet yang diberikan kepada
konsultan pajak, yaitu brevet A, B, dan C.
Brevet C adalah yang tertinggi, sedangkan

brevet A dan B terbatas untuk hal-hal tertentn
saja. Ini menunjukkan setiap konsultan pajak
yang telah menerima brevet dan dikukuhkan
wleh Dircktorat Jenderal Pajak sebagai kon-
sultan, dikualifikasikan mampu melaksana-
kan profesinya dengan baik, serta secara tidak
langsung membantu penegakan hukum di
bidang perpajakan.

Timbul pertanyaan, dapatkah seorang
akuntan publik berfungsi sebagai konsultan
pajak? Dalam ilmu ekonpmi perusahaan
dikenal adanya akuntan publik, akuntan
privat, akuntan pemerintah sertz akuntan
pendidik. Menurt Mumi Sumarni dan John
Suepli]mnh‘l, akuntan I.Jub'ik beserta stafmva
memberikan jasa kepada masyarakat dengan
memperoleh imbalan tertentu. Jasa yang di-
berikan dapat berupa: auditing, konsultas=
manajemen serta konsultasi pajak Akuntas
public merupakan suatu prefesi mandin vane
telah diakui dan didaftar vleh pemerintah
Svarat-syarat vang harus dipenuhi ole®
georang skuntan ditentukan oleh pemerint=®
dan sebelum menjabat, yang bersanghkutam
wajib angkat sumpah jabatan, karema
merupakan profesi resmi yvang dilindungs
Sedangkzn akuntan privat beserta stafess
bekenja hanya pada suatu badan usaha secass
penuh, jadi merupakan raryawan pada susts
perusahaan, yang bidang kerjanya |1uri!p~..ﬂ"
penganggaran, akuntansi biava, pemeri
internal dan controllership. Adspun a
pemerintah, adalah semua akuntan y
bekera pads pemenintah, yang bidang
kerjaannya akuntasi pemerintah, pemers
an akuntansi pemerintal dan akuntans p=
Akuntan peadidik, seorang akuntan ¥
mengabdikan ilmunya di bidarg pend:
akunizns baik pendidikan formal ma
informal. Hal yang sama dikemukakan ¢
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Moenaf H. Regar bahwasanya akuntan juga
berprofesi sebagai konsultan pajak ataupun
bidang lain yang erat hubungannya dengan
zkuntansi dan keuangan,

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah
disimpulkan seorang akuntan dapat juga
merangkap sebagai konsultan pajak. Apabila
saorang akuntan privat (konsultan pajak),
yang secara struktural, ia berada di bawah
wajib papk, maka tanggung jawab terletzk
pada wajb pajak. Sedangkan akuntan publik
wany dimanfaatkan jasanya nleh seorang wajib
pajak, ia tidak mempunyai hubungan strui-
tural, sehingga masalah pertanggung-
pwabannya, sebagaimana telah diuraikan di
atas. Kemudian masalah akuntan pemerintah
sama dengan akuntan privat dengan dasar
pemikiran, bahwa seorang konsultan pajak
fakuntan pemerintah) yang menandatangani
SPM dan SPT mempunyai hubungan
struktural dengan instansi pemerintah ci-
=ana ia bekerija.

Jadi dengan demikian, konsultan pajak
- adalah seorang yvang telah menguasi berbagai
- peraturan pajak melalui brevet A, B ataupun
L yang telah diuji dan kelulusannya di-
Smkunkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang
Serfungs: memberikan pertimbangan dalam
wrasan perpajakan terhadap kliennya (waijib
p=fak). Secara rinci dapat dikemukakan,
sorang konsnltan pajak adalah:

& seseorang yang telah ‘ulus menempuh
brevet A, B, dan C yang telah diakui dan
dikukulikan oleh Divekioral Jenderal
Pajak:

seorang akuntan publik yang merangkap
profesi sebagai konsultan pajak;
akunian privat vang bekerja pada suatu
badan hukum privat sebagai konsultan
dan secara struktural ia sebagai pegawai

waijib pajak;

4. seorang akunlan pemermntah (akuntar
yvang bekerja nada irstansi pemerintah)
sebagai konsultan dan secara struktural
sebapgal pepawai wajib pajak

searang konsultan pajak dapat bertindak
atas nama wajib pajak melalui pemberian
kuasa. Dalam penanganan S5PM dan SPT, si
Wajib pajak dapat memberikan kuasa kepada
konsultan pajak untuk bertindak atas nama-
nya dalam mengisi dan menandztangani
SPM dan SPT. Peristiwa ini menimbulkan
adanya tangpung jawab hukum darn Peme-
gang Kuasa. Xuasa yang diberikan kepada
seorang konsultan pajak cenderung me-
nimbulkan wewenang kepada Pemegang
Kuasa.

Dari sudut hukum administrasi, tang
gung jawab Pemegang Kuasa dapat didekati
berdasarkan konsep atribusi, delegasi dan
mendat. Dalam atribusi, yang bertanggung
jawab adalah pemberi kuasa. Sedangkan
dalam delegasi beban tanggung jawab,
sepenuhnya berada pada penerima delegasi.
Sebaliknya pada mandal, beban tanggung
jawab sepenuhnya berada pada pemberi
mandat.

Apabila ditransformasikan konsep ter-
sebut ke dalam bentuk pemberian kuasa dari
wajih pajak kepada konsnltan pajak maka
bentuk kuasa tersebut termasuk dalam
kategori konsep delegasi. Sungguhpun demi-
kiun benmtuk delegasi yang menimbulkan
kewerangan bagi pemegang kuasa, batas
kewenanganya terletak pada bagaimana bunyi
materi muatan surat kuasa khusus,

Dari sudut hukum perdata, pemberian
kuasa diatur secara umum dalam Bab XVI
buku III pasal 1792-1819. Pasal 1792 me-
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netapkan “Pemberian kuasa adalah suatu per-
janjian, dengan mana seseorang memberikan
kekuasaan kepada orang lain, yang me-
nerimanya untuk atas maina pemberi kuasa
menyelengearakan suatu urusan”. Dalam
ketentuan iri, tidak jelas batas kekuasaan
pemegang kuasa yang dimaksud, begitu pula
tentang batas tanggung jawab yang harus
diterimanya.

Pasal 1794 menegaskan, bahwa pemberi-
an kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali
jika diperjanjikan sebaliknya. Kata diper-
janjikan memberikan peluvang kepada pe-
megang kuasa dan pemberi kuasa untuk
membuat perjanjian upah di luar surat
kuasa yang dibuat. Pada masa sckarang ini,
orang cenderung memilih profesionalitas,
sehingga pemberian upah pada pemegang
kuasa sudah merupakan profesi baru.

Menurut HMMN. Purwosutjiplo, bahwa
perianjian pemberian kuasa oleh undang-
undang lazimnya dianggap terjadi sebagai
suatu jasa saorang terhadap temannya, oleh
karena itu pada umumnya seorang pemegang
kuasa tdak mengharapkan upah. Kalau
ciperjanjikan upah tertentu, maka upah itu
harus dibayar. Sebagai contoh, pembayaran
honerarium dari pemberian kuasza kepada
seorang pergacara ataupun seorang notaris,
termasuk juga pemberian upah untuk se-
orang konsultan pajak baik yang mandiri
maupun konsultan pajak yang herada dalam
sualy struktur organisasi atau ingtansi.

PENUTUP

Memutup uraian di atas dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut
1. Surst Pemberitahuan Masa (SPM) dan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ada-
lah surat yang oleh Wajib Pajak diguna-
kan untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak terutang menurut

Masa Pajak (satu bulan takwim) dan

menumt Tahun Pajak (tahun takwim).

Pengisian, penandatanganan, pembetul-

an, dan penyampaian SPM dan SPT

kepada kantor Direktorat Pajak dapat
dikuasakan oleh Wajib Pajak kepaca

Fihak Lain dengan Surat Kuasa Khusus.

Pihak Lain yang diberi kuaga aleh Wajib

Pajak adalah:

a. seseorang yang dikenal baik oleh
Wajib FPajak dan memahami betal
tentang seluk beluk perpajakan;

b. seseorang yarg berkedudukan sebagai
wakil, bawzhan atau lingkungan
jabatan tertentu dalam suatu badan
usaha

c. seseorang yang berprofesi sebagai
konsultan pajak;

d. seseorang yang berprofesi sebagai
akuntan publik;

Hubungan hukum antara Wajib Pajzk dan
Knasanyz dengen Surat Kuasa Khusus
pada prinsipnya hanya melahitkan hek,
kewajiban dan tanggung jawab yang ber-
sifat keperdataan. Akan tetapi dalam hal
terjadi cacat hukum yang disengaja ter-
hadap pengisian SPM dan GI'T yang
merngikan pendapatan Negara dapat
menimbulkzn tangung jawab hukum
secara Pidana dan Administratif.

Ruang lingkup tanggung jaweb hukum

Pemegang Kuasa secara pidana ditentu-

kan oleh substansi perbuatan pidana

yang dikandung Pasal 32 ayat (3) jo Pasal

3% UU No. ? Tahun 1924 jo Pesal 55, 56

dan 57 KUHP, yakni dapat sebagai: Pe-
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laku Utama, Mededader dan medepli-
chtlige,

Ruang lingkup tanggung jawab hukum
Pemegany, Kuasa secara perdata ditentu-
kan oleh Isi Surat Kuasa Khusus dan sifat
perbuatan melawan hukum yang dikar-
dung Pasal 1365 KUHPerdata.

Ruang lingkup langung jawab hukum
Pemegang Kuasa secara Administratif
ditentukan oleh norma-norma hukum
administrasi yang mengatur ketentuan-
ketenluar jabatan profesionalisme di
bidany Konsultan Tajak dan Akuntan
Publil.

"
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